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Jakarta, 23 Juli 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil 

PemilihanUmum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 pada Kamis (25/7), pukul 08.00 WIB 

dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan 

Alat Bukti Tambahan.Permohonan. Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh dipimpin oleh 

Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny 

Nurbaningsih. 

 

Pada sidang pengucapan Putusan/Ketetapan kemarin (22/7), terdapat beberapa dapil yang dinyatakan tidak 

lanjut dengan Pemohon PKPI di Dapil Simalungun 6 dengan alasan petitum tidak bersesuaian, PKB di Dapil 

Tapanuli Selatan 3 dengan alasan petitum tidak meminta pembatalan SK KPU, dan Partai Golkar di Dapil 

Tapanuli Selatan 2 dengan alasan permohonan ditarik. 

 

Perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya ialah perkara 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai 

Gerindra), 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

(PDIP), 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai 

Berkarya), 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019 (FAISAL AMRI), 02-08-

02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), 143-20-

02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI), dan 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB). 

 

Pada sidang Senin (17/7) lalu, kuasa hukum KPU Subagio Aridarmo menjelaskan bahwa kebakaran yang 

melanda Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli tidak memperngaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara di 

Kecamatan Gunungsitoli karena semua dokumen DAA1 dan form DAA1 berhasil diselamatkan. Hal tersebut 

juga dibenarkan Bawaslu Sumatra Utara Sumut Syafrida Rasahan bahwa telah terjadi kebakaran, namun C1 

Plano selamat dan rekapitulasi perolehan suara tetap dilanjutkan karena masih ada data pembanding saat 

dilakukan proses rekapitulasi tersebut. 

Pada sidang yang sama, terhadap permohonan yang diajukan Partai Hanura yang mendalilkan adanya 

pelanggaran pemilu di Dapil Tapanuli Tengah 2 yang melibatkan kepala desa. Mengenai hal tersebut, Bawaslu 

Kabupaten Tapanuli Tengah telah mencatat laporan adanya kejadian anggota KPPS TPS 1 Sigolang 

melakukan pencoblosan lebih dari satu. Maka telah direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara 

ulang. 

Menanggapi dalil Partai Nasdem yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara di Dapil 

Pematang Siantar 1, Fajar Maulana Yusuf selaku kuasa hukum Termohon menyebutkan tidak benar ada 

penambahan suara terhadap Partai Hanura pada dapil tersebut. Fajar menegaskan selisih perolehan suara 

antara Patai Nasdem dnn Partai Hanura adalah 33 suara. Partai Nasdem memperoleh 7.032 suara dan Partai 

Hanura memperoleh 6.284 suara. 
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